
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pasal 162 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
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BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja
orgamsasi negara.

6. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

PERATURANGUBERNURTENTANGKUALIFlKASIKOMPETENSI
TEKNIS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATORDAN
PENGAWAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 14);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;



BAB III
KUALIFIKASIKOMPETENSITEKNIS JABATANPIMPINANTINGGI,

ADMINISTRATORDANPENGAWAS

Pasa13

(1) Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan
Pengawas terdiri dari:

a. syarat kompetensi umum;

b. syarat kompetensi inti;

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

(1) Maksud ditetapnya Peraturan Gubernur ini agar setiap Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas mempunyai standar
kompetensi teknis yang sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

(2) Tujuan ditetapnya Peraturan Gubernur mi untuk pedoman dalam
penempatan dan pengembangan karier Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator Dan Jabatan Pengawas Pegawai ASN di lingkungan Daerah.

8. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga
Nonstruktural.

9. Instansi Daerah adalah Perangkat daerah Provinsi, dan Perangkat daerah
Kabupaterr/Kota, yang menliputi Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok
Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah yang berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah

11. Jabatan administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

13. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi
jabatan.

14. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas jabatan

15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan.

16. Kualifikasi Kompetensi Teknis adalah jenis atau macam-macam kompetensi
yang dibutuhkan suatu jabatan terdiri dari syarat kompetensi umum, syarat
kompetensi inti dan syarat kompetensi pilihan, pendidikan, pelatihan dan
pengalaman yang diperlukan dalam satu jabatan agar dapat melaksanakan
tugas jabatan dengan baik.
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Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Ju:j :?'J/1.:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
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BABV
KETENTUANPENUTUP

PasaI6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABIV
PEMBIAYAAN

PasaI5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

c. syarat kompetensi pilihan;

d. syarat pendidikan;

e. syarat pelatihan; dan

f. syarat pengalaman.

(2) Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PasaI4

Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:

a. pengambilan kebijakan dalam pengadaan pegawai ASN;
b. pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi jabatan pegawai ASN;

c. pengambilan kebijakan dalam pengembangan karier pegawai ASN.
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